
 
 

                                                 
 

BUPATI TANGERANG 

PROVINSI BANTEN 
 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 
NOMOR 9 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK 

PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANGERANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa penerimaan peserta didik baru dan peserta didik 
pindahan di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam 

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan 
Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 
Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 
Sekolah Menengah Kejuruan, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan 

Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik 
Pindahan di Kabupaten Tangerang; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4010); 

3. Undang… 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 

2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang 
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 

8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/Pb/2014 
dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta  

Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak/Raudhatul 
Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1016 Nomor 955); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  

Menengah Pertama,   Sekolah   Menengah   Atas,   
Sekolah   Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591); 

11. Peraturan… 
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11. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Nomor  9  
Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 
Nomor 1116); 

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 

2016 Nomor 87); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 22 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN 

TANGERANG. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Bupati Tangerang 

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta 
Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten 

Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 
Nomor 22) diubah sebagai berikut: 
 

Pasal 22 
 

(1) SD dan SMP wajib menerima Calon Peserta Didik Baru 

yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah 
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya 

tampung sekolah. 
 

(2) Domisili Calon Peserta Didik Baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu 
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun 

sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik 
Baru. 

 

(3) Selain menerima Calon Peserta Didik Baru yang 
berdomisili pada radius zona terdekat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), SD dan SMP dapat menerima 

Calon Peserta Didik Baru, melalui: 
a. jalur  prestasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  

20 dengan ketentuan berdomisili di luar radius zona 
terdekat dengan sekolah paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen) dari total jumlah keseluruhan Peserta 

Didik yang diterima;  
b. jalur… 
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b. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) 
dari daya tampung sekolah; dan 

c. jalur bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili 
di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan 

khusus meliputi perpindahan domisili orang  
tua/wali Peserta Didik atau terjadi bencana 
alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari 

daya tampung sekolah. 
 

(4) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat 
penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau 

perusahaan yang mempekerjakan. 
 

(5) Kuota jalur perpindahan tugas tugas orang tua/wali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat 
digunakan untuk anak guru. 

 
(6) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru oleh SD dan SMP 

yang berada di Daerah yang berbatasan langsung dengan 

provinsi/kabupaten/kota lain diselenggarakan 
berdasarkan persentase dan radius zona terdekat 
sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

kesepakatan secara tertulis antara   Pemerintah   Daerah   
dengan pemerintah daerah lainnya yang saling 

berbatasan 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. 

 

 
Ditetapkan di Tigaraksa 

pada tanggal 2 Januari 2020 
 

BUPATI TANGERANG, 

 
ttd 

 
 

A. ZAKI ISKANDAR 

 
Diundangkan di Tigaraksa 
pada tanggal 2 Januari 2020 

 
   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANGERANG, 
 
                        ttd 

 
 

MOCH. MAESYAL RASYID  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 9 


